BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN MAHAR OLEH
CALON SUAMI

Studi Kasus Di Desa Sabiyan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan

A. Analisis Masalah Penentuan Mahar Oleh Calon Suami Di Desa Sabiyan

Hukum memberikan mahar adalah wajib. Mahar sudah disebutkan dalam
Alquran (al-Nisa:4) sebagai bagian penting dalam pernikahan seorang muslim.
Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sesuai
dengan kesepakatan mereka berdua, boleh saja nilainya adalah seperempat dinar
sampai seribu dinar atau lebih.

Mahar dalam Islam bukan sekedar sebagai adat istiadat seperti di Afrika
yang memberikan karyanya kepada pengantin perempuan. Mahar dalam Islam
bukan berarti sebagai nilai tukar seorang istri kepada suaminya seperti dalam jual
beli. Mahar juga bukan seperti maskawin bangsa Eropa kuno; ayah memberikan
mahar dengan jumlah banyak kepada anak perempuannya sendiri ketika anak
perempuan itu menikah. Kemudian mahar pemberian ayah perempuan itu
dianggap harta yang menjadi milik suami. Hal inilah yang menjadi motif laki-laki
menikahi perempuan di Eropa kuno. Namun dalam Islam sejatinya mahar adalah
pemberian dari calon suami kepada calon istri bukan kapada wali atau siapapun
yang dekat dengannya dalam bentuk apapun yang tidak bertentangan dengan
hukum Islam.

Selain itu Islam memberikan kesempatan pada wanita untuk ikut serta dalam

penentuan mahar, hal ini tidak dimiliki oleh wanita sebelum datangnya Islam.
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Namun berbeda dengan kasus dan tradisi yang ada di Desa Sabiyan ini, wanita
memang tidak serendah pada saat zaman Jahiliyah hanya saja wanita di desa ini
dijadikan no sekian dalam hal, pendidikan, kepemimpinan, berpendapat, bahkan
dalam menentukan mahar wanita di desa ini tidak dimintai pendapat, hal ini
karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor yang menyebabkan wanita tidak dimintai pendapat dalam hal
penentuan mahar adalah yang pertama pengetahuan masyarakat yang kurang
terhadap pernikahan terlebih terhadap mahar, kebanyakan dari mereka tidak
mengerti fungsi dan tujuan mahar. Kedua Desa yang dikenal dengan perantauan
ini rata-rata masyarakatnya sangat statis dalam hal keperdataan terutama dalam
hal pernikahan, mereka sepenuhnya pasrah kepada modin terkait administrasi
pernikahan, dan jika ada rafak atau nasehat perkawinan yang lain mereka tidak
pernah menghadiri. Sikap yang seperti menurut modin yang sudah diterangkan
dalam bab sebelumnya menjadi salah satu faktor ketidak mengertian mereka.

Ketiga pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwasanya laki-laki lah
yang berhak menetukan mahar kepada calon istrinya karena laki-laki yang
bekerja. Keempat adat dan tradisi yang sudah lama hidup turun-temurun
bahwasanya mahar harus diserahkan kepada orang lain dalam rangka sodagoh
jika tidak maka kedua mempelai akan berakibat buruk seperti salah satu dari
pasangan suami istri akan sakit-sakitan dan disempitkan rezekinya.

Oleh sebab itu kebanyakan calon suami menentukan secara sepihak dan
cenderung sangat sedikit dan sangat sederhana walaupun mereka sebenarnya

mampu memberikan yang lebih baik dan lebih pantas kepada calon istrinya.
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Apabila dianalisis lebih lanjut pola pikir dan adat seperti diatas dapat
memberikan dampak buruk bagi masyarakat sehingga paradigma mengenai
mahar pada masyarakat sudah mulai melenceng dari niat dan maksud
diadakannya mahar dalam Islam. Mahar yang diniatkan sebagai hadiah sebagai
penghormatan kepada kaum wanita menjadi sebuah yang tidak ada maknanya.
Seperti kasusnya Turiya dan Nanik haryati, yang mana keduanya tidak
merasakan manfaat dari mahar, dan tidak mendapat hak untuk menentukan
mahamya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selain itu kadar mahar

yang ditentukan sangat sederhana.

. Tinjauan KHI Pasal 30 Terhadap Penentuan Mahar Oleh Calon Suami di Desa
Sabiyan
Selain Rukun dan syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu

pernikahan, mahar juga merupakan faktor penentu kesahan suatu pernikahan.
Pernikahan tidak dikatakan sah dan dilaksanakan dengan baik manakala tidak
ada mahar. Bahkan mahar oleh kalangan Imam Malik di masukkan ke dalam
rukun nikah. Ini menandakan betapa sakralnya eksistensi dari mahar. Kesakralan
mahar juga tergambar dalam simbol. Simbol atas kecintaan (cinta kasih)seorang
calon suami, bahwa dia benar-benar mencitai calon istrinya. Demikian juga calon
istri, bahwa penerimaan mahar tersebut sebagai simbol tentang tanggung jawab
seorang wanita terhadap harta atau apa saja yang diamanatkan suami kepadanya.
Perintah pembayaran mahar ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat

An-Nisa ayat: 4 yang berbunyi;
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Artinya: “ Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka
makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik
akibatnya.”(QS. An-Nisa’: 4).!

Perintah pembayaran mahar juga tercantum dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat
25 yang berbunyi:

Soaally EAAT EASTS £ AT 3L EALSE

Artinya: “... karena itu kawinlah mereka dengan seizin keluarga (orang
tua) dan berilah mahar menurut yang patut....”(QS. An-Nisa’: 25).

Kewajiban membayar mahar ini ditujukan untuk calon suami karena pada
dasarnya calon suami (laki-laki) yang bekerja dan laki-laki terbiasa memberikan
apa saja kepada yang dicintai. Dan pemberian mahar ini merupakan pemberian
awal dari calon suami kepada calon istri dengan penuh kerelaan dan keikhlasan,
yang mana juga melambangkan bahwa sanya suami menjamin keamanan hak dan

kesejahteraan setelah perkawinan terwujud.

Pada prinsipnya mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang
haram dipakai, dimiliki, dan dimakan. Ibnu Rasyd mengatakan bahwa mahar
harus berupa sesuatu dan dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda
sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar dan tampaknya tidak
dibolehkan. Namun menurut Rahman Hakim, sesuatu yang dapat bermanfaat
tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu

dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai

'Alqur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Alfatih, cet 1, februari 2013), 77.
?Alqur’an dan Terjemahnya ..., 82.
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dan memilihnya, ini sangat kondisional. Artinya dia mengetahui siapa dia dan

. .3
siapa calon suaminya.

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah
maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan
manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk
memberiyang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya orang
yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu
pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai
kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk

menetapkan jumlahnya.*

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar
itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas
terendahnya. Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fugaha Madinah dari
kalangan Tabi’in berpandapat bahwa tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu
yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat

ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Sebagian Fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batasan
terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu

paling sedikit seperampat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau

*Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap..., 48.
4.0 .
Ibid., 40.
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bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut.’ Imam Abu
Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham.’
Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat

puluh dirham.

Islam mengajarkan musyawarah dalam memecahkan suatu masalah,
dalam menentukan maharpun Islam juga menyarankan adanya suatu kesepakatan
bersama, yaitu antara calon istri dan calon suami. Hal ini dimaksudkan agar
keduanya saling rela dalam penerimaan mahar. Dengan kesepakatan maka calon
suami bisa mengetahui apa mahar yang diinginkan oleh calon istri dan dengan
kesepakatan itu pula calon istri bisa mengetahui seberapa kemampuan suami

sehingga dia bisa menimbang-nimbang dalam mengusulkan mahamya.

Ketika sudah terjadi kesepakatan maka keduanya tidak saling
memberatkan dan saling rela. Dari pihak istri bisa menimbulkan rasa senang
karena pemberian dari calon suaminya sesuai dengan yang calon istri inginkan
atas pertimbangan kemampuan suami, sementara dari calon suami juga tidak
merasa dibebani karena dia memberikan mahar yang sesuai dengan kemauan si

calon istri dan juga sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Rosulullah Saw juga menanyakan kerelaan seorang perempuan dari Bani
fazarah ketika akan dinikahi oleh seorang laki-laki dengan sepasang sandal,

seperti yang terungkap dari hadith sebagai berikut:

’Ibid., 42.
®Ibid., 43.
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Artinya: “Dari Amir bin Rabi’ah bahwa seorang perempuan dari Bani
Fazarah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal. Lalu Rasulullah
SAW.bersabdah. “Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang

sandal?” jawabnya, “Ya. “Lalu nabi membolehkannya”.”(H.R. Ahmad, Ibnu
Majah, Tirmizi).

Hadith  tersebut mengisyaratkan bahwa dalam penentuan mahar
diperlukan adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu dari calon istri dan calon
suami. Hal ini diperlukan untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul
di kemudian hari. Dan di dalam KHI juga di jelaskan dalam pasal 30, bahwasanya
mempelai pria wajib memberikan mahar kepada mempelai wanita yang jumlah,

bentuk dan jenisnya disepakati kedua pihak.

Selain ayat- ayat Al- Qur’an, Hadith, dan KHI Pasal 30 di atas adapun

kaidah Ushul Figih yang menjadi rujukan dalam mengistimbathkan hukum yaitu;

A s PN RN E AN
Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka
hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan.®

Berbeda dengan kasus yang ada di Desa Sabiyan, karena latar belakang
pengetahuan agama yang kurang terlebih soal perkawinan dan mahar, patuhnya
mereka pada adat lama, serta kebiasaan yang selalu menomer satukan laki-laki

mengakibatkan kesalahan dalam mengaplikasikan hukum yaitu menentukan

7 .

Ibid., 110.
® Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Az-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhith, (Bairut: Dar al- Kutub al-
IImiyyabh, tt), juz 7, 358.
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mahar secara sepihak dari laki-laki dan mahar tersebut kurang patut seperti
mahar hanya 1000 rupiah, hal ini seakan-akan merendahkan wanita karena
sebenarnya mereka mampu memberikan yang labih patut dan pantas, namun
karena beberapa persepsi tentang mahar yang harus diserahkan kepada orang lain

sehingga mahar kurang diperhatikan kelayakan dan kepantasannya.

Jadi menurut Analis penulis jika ditinjau dengan KHI pasal 30 penentuan mahar
secara sepihak ini alangkah baiknya untuk ditinggalkan hal ini untuk
melindungi hak kedua pihak terutama wanita dan mengantisipasi permasalahan

yang akan timbul di kemudian hari.

Apabila calon suami ingin memberikan mahar mistil kepada calon istri
sebaiknya mahar mistil tersebut benar-benar diperhatikan kepantasannya, tidak

harus berlebihan karena Islam tidak menyukai hal yang berlebihan.

Akibat hukum untuk perkawinan yang mahamya ditetapkan sepihak
seperti hal yang terjadi di Desa Sabiyan tetap sah, namun hanya saja etika dalam
pemberian mahamya yang menurut penulis melenceng dari ajaran agama dan

melanggar pasal 30 KHI.



